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Abstrak
 

Perkembangan perekonomian dunia, khususnya dalam bagian pemasaran suatu produk, menyebabkan

adanya perluasan terhadap tanda-tanda yang diakui sebagai merek. Alasan ini juga yang menyebabkan

Indonesia melalui perundang-undangan terbarunya, mengakui beberapa merek non-tradisional, termasuk

pengakuan tanda suara sebagai merek. Pengakuan suara sebagai merek dalam definisi merek sesuai

ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebabkan

Indonesia juga harus melalui pendaftaran terhadap merek suara sebagai salah satu bentuk perlindungan

merek. Walaupun demikian, sistem pendaftaran merek suara di Indonesia saat ini yang mensyaratkan

pemohon untuk melampirkan representasi grafis dalam label merek, dinilai dapat menimbulkan

ketidakpastian hukum dan mempersulit para pemohon dalam mendaftarkan merek suaranya. Padahal, jika

dibandingkan dengan ketentuan yang di Uni Eropa dan Amerika Serikat, ketentuan representasi telah tidak

lagi diberlakukan dengan alasan ketidakpastian hukum dan fleksibilitas pendaftaran merek. Dengan

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi perbandingan, penulis melalui tulisan ini

menganalisis mengenai ketentuan label merek yang didalamnya memuat persyaratan representasi grafis

terhadap proses pendaftaran merek suara di Indonesia. Tulisan ini membandingkan pengaturan representasi

grafis dalam pendaftaran merek yang tertuang dalam Pasal 4 UU UU No 20 Tahun 2016 dan Pasal 3

Permenkumham No 67 Tahun 2016 dengan penghapusan pengaturan representasi grafis di Uni Eropa dan

ketiadaan kewajiban representasi di Amerika Serikat. Dari perbandingan tersebut, rekomendasi yang dapat

ditarik adalah bahwa Indonesia seharusnya menghapus pengaturan representasi grafis dan menggunakan

representasi yang lebih praktis seperti hanya dengan rekaman suara.

......Developments in the world economy, especially in the marketing department of a product, have led to an

expansion of signs that are recognized trademarks. This reason also causes Indonesia, through its latest

legislation, to recognize several non-traditional trademarks, including the recognition of sound marks as

trademarks. Recognition of sound marks according to the provisions of Article 1 point 1 of Law No. 20 of

2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, causes Indonesia to also go through the

registration of sound marks as a form of trademark protection. However, the current system for registering

sound marks in Indonesia, which requires applicants to attach a graphical representation on the label merek,

is considered to be causing legal uncertainty and making it difficult for applicants to register their voice

marks. In fact, when compared to the provisions in the European Union and the United States, the terms of

graphical representation are no longer enforced for reasons of legal uncertainty and flexibility in trademark

registration. By using normative juridical research methods and comparative studies, the author through this
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paper analyzes the provisions on label merek which contain graphical representation requirements for the

process of registering sound marks in Indonesia. This paper compares the regulation of graphical

representation in trademark registration that contained in Article 4 of Law No. 20 of 2016 and Article 3 of

Permenkumham No. 67 of 2016 with the elimination of graphic representation arrangements in the

European Union and the absence of representation obligations in the United States. From this comparison,

the recommendation that can be drawn is that Indonesia should eliminate the arrangement of graphical

representations and use more practical representations, such as the use of sound recordings alone.


